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Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2008 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 terkait pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-VI/2009 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-VII/2009 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A/VII/2009 terkait
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Yahukimo

Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009 terkait Pengujian
Undang-Undang nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden

Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PUU-VII/2009 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 141/PUU-VII/2009 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah
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Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-VII/2010 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 44 /PUU-VIII/2010 terkait permohonan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

pengujian Pasal 58 huruf e dan huruf f Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-VIII/2010, terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-X/2012 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XI/2013, terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemiihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden

Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XI/2013 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XI/2013 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
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2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008
tentang Partai Politik

Mahkamah Konstitusi Nomor 57/PUU-XI/2013, terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PUU-XI/2013, terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XI/2013 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden

Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XII/2014 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah

Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XII/2014 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XII/2015 terkait pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang



UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Putusan

Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan
Berintegritas
KHAIRUL FAHMI, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.; Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Mahkamah Konstitusi Nomor 37/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang
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Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-
Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-
Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang

Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PUU-XV/2017 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi
Undang-Undang
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Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 terkait Pengujian
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiihan Umum

Risalah Sidang Perkara Nomor 22/PUU-XII/2014 Perihal Pengujian Undang-
Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden
dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar 1945,
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2014

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 atas
nama Terdakwa Inspektur Jenderal Polisi Drs. Djoko Susilo

Putusan Mahkamah Agung pada tingkat Kasasi Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 atas
nama Terdakwa Luthfi Hasan Ishaaq

E. Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Bagian I Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai RUU tentang
Pemilihan Anggauta Konstituante dan Anggauta Dewan Perwakilan
Rakyat, Pemandangan Umum, tanggal 9 Desember 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Bagian II Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai RUU tentang
Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Nomor 121 Surat No. 1, Pemandangan Umum, tanggal 9
Desember 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Bagian III Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai RUU tentang
Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Pemandangan Umum, tanggal 11 Desember 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Bagian V Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai RUU tentang
Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat, Pemandangan Umum, tanggal 8 Desember 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Surat Presiden Republik
Indonesia No. 3624/52-Pres, Soal : Rantjangan Undang-Undang tentang
Pemilihan Anggauta Konstituante dan anggauta Dewan Perwakilan
Rakjat, tanggal 24 November 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jawaban Pemerintah Atas
Laporan Bahagian Demi Bahagian Mengenai Rantjangan Undang-
Undang tentang Pemilihan Anggauta Konstituante dan Anggauta
Dewan Perwakilan Rakyat, 1952
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Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Penjelasan Pemerintah Atas
Rancangan Undang-Undang Pemilihan Anggota Konstituante dan
Anggota DPR, 21 November 1952

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Departemen Dalam Negeri
Republik Indonesia, Keterangan/Penjelasan Pemerintah Mengenai
Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota
Badan Permusyawaratan Rakyat dan Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rkayat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tanggal 25
Agustus 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Resmi Persidangan II
Rapat Pleno Terbuka ke-11, Pembicaraan Tingkat IV, Pengesahan RUU,
tanggal 7 November 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Resmi Persidangan I
Rapat Pleno Terbuka ke-4, Pembicaraan Tingkat 1, Pemandangan
Umum Para Anggota, tanggal 9 September 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Resmi Persidangan Rapat
Pleno Terbuka ke-5, Pembicaraan Tingkat II, Pemandangan Umum Para
Anggota, tanggal 10 September 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Jawaban
Pemerintah Terhadap Pemandangan Umum Para Anggota DPR RI
Mengenai Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969, 15 September 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Resmi Persidangan I
Rapat Pleno Terbuka ke-7, Pembicaraan Tingkat I, Jawaban
Pemerintah atas Pemandangan Umum Para Anggota, 15 September
1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Catatan Kronologis Atas
Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-
UNdang Nomor 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1969, tanggal 7 November 1975

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang
tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum
Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat, Sekretariat
Jenderal, 1969

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri Republik
Indoensia, Pidato Pengantar pada Penyerahan 3 UU Bidang Politik
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(Kepartaian, Pemilihan Umum dan Susduk DPR/MPR/DPRD) ke Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2 Oktober 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Presiden Republik Indonesia,
Surat Nomor R.11/PU/IX/1998 Perihal RUU tentang Partai Politik, RUU
tentang Pemilu Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan
Rakyat, RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
,Jakarta, 16 September 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, , Surat Nomor 357/LH-
ASHUB/1X?1998 Perihal RUU tentang Partai Politik, RUU tentang
Pemilu Anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat,
RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD, Sekretariat
Negara RI, Jakarta, 16 September 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Rancangan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor Tahun 1998 tentang Pemilihan Umum
Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fraksi Partai Demokrasi
Indonesia, Pemandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Terhadap RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilihan Umum
Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, dan
RUU tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Jakarta, 14 Oktober 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fraksi ABRI DPR, Pemandangan
Umum Fraksi ABRI DPR-RI Atas RUU tentang Partai Politik, RUU
tentang Pemilu, dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
dan DPRD, Jakarta, 14 Oktober 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fraksi Persatuan Pembangunan
DPR, Pemandangan Umum Fraksi Persatuan Pembangunan DPR-RI
Terhadap Tiga Rancangan Undang-Undang Bidang Politik (RUU
tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu, dan RUU tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD), Jakarta, 14 Oktober 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Fraksi Karya Pembangunan DPR-
RI, Pemandangan Umum Fraksi Karya Pembangunan DPR-RI Terhadap
RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, RUU
tentang Partai Politik, dan RUU tentang Pemilu, Jakarta, 14 Oktober
1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Panitia Khusus
RUU tentang Pemilihan Umum, Rapat Kerja ke-1, Sekretariat Jenderal
DPR-RI, tanggal 26 Nopember 1998
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Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Panitia Khusus
RUU tentang Pemilihan Umum, Rapat Kerja ke-2, Sekretariat Jenderal
DPR-RI, tanggal 3 Desember 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Panitia Kerja RUU
tentang Pemilihan Umum, Rapat Panitia Kerja ke-4, Sekretariat
Jenderal DPR-RI, tanggal 10 Desember 1998

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Ketua Pansus
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28 Januari 1999

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri,
Penjelasan Pemerintah Atas Rancangan Undang-Undang tentang
Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal DPR-RI, tanggal 26 Agustus
2002

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Risalah Rapat Pansus Rancangan
Undang-Undang tentang Pemilihan Umum, Audiensi (Ke-1) dengan
PSDM dan PIANI, Panitia Khusus RUU Tentang Pemilu, tanggal 27
Agustus 2002



Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan
Berintegritas
KHAIRUL FAHMI, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.; Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
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Jenderal DPR RI dan Badan Legislasi DPR, 2004
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Universal Declaration of Human Rights

Univesal Declaration on Democracy, The Elements and Exercise of Democratic
Government

Charter of the United Nations and Statute of The International Court of Justice
The ASEAN Charter

Charter of Fundamental Rights of The Europen Union
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International Convention on Civil and Political Roghts
American Convention on Human Rights "Pact of San Jose, Costa Rica”

Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms

Constitution of The Federative Republic of Brazil

The Constitution of the United States

The 1987 Constitution of the Republik of The Philipines

The Constitution of The Republic of Singapore

Basic Law for the Federal Republic of Germany

Constitution of The Arab Republik of Egypt 2014
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State of New York 2017, Election Law

The Florida Election Code, Revised : July 2017

G. Laporan Penelitian, Makalah dan Kertas Kerja

Asshiddiqie, Jimly, 2005, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, makalah dalam
stadium general pada acara The 15t National Converence Corporate
Forum for Community Development, Jakarta 19 Desember 2005

Daftar Kasus Korupsi Anggota DPR, DPRD dan kepala daerah yang ditangani
KPK, Indonesia Corruption Watch, 2017

Fahmi, Khairul, 2009, Perkembangan Pemikiran dan Instrumen Pokok Hak Asasi
Manusia Nasional, makalah (tidak dipublikasikan) disampaikan dalam
Pelatihan HAM yang dilaksanakan Pusat Advokasi Hukum dan Hak
Asasi Manusia (PAHAM) Sumatera Barat pada tanggal 19 Desember
2009



Pembatasan dan Pembedaan Hak Pilih dalam Mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil dan
Berintegritas
KHAIRUL FAHMI, Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.; Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Universitas Gadjah Mada, 2019 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Manan, Bagir, 2016, Demokratisasi Partai Politik, Pidato disampaikan dalam
Konferensi Hukum Tata Negara ke-3 yang diselenggarakan oleh Pusat
Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas,
Bukittinggi, 5 September 2016

MD., Mahfud, Moh., 2012, Evaluasi Pemilukada dalam Perspektif Demokrasi dan
Hukum, Proseding Seminar Nasional Evaluasi Pemilihan Umum Kepala
Daerah, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 24-26
Januari 2012

Purwoko, Bambang, 2005, Netralitas Birokrasi dalam Pilkada Langsung,
Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Keluarga Mahasiswa
Administrasi Negara, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 Maret
2005

Saldi Isra, dkk. 2015, Laporan Penelitian Pembaharuan Partai Politik di
Indonesia, Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum
Universitas Andalas, Padang, 2015

Wignjosoebroto, Soetandyo, 2007, Hak Asasi Manusia, Konsep Dasar dan
Perkembangan Pengertian Dari Masa ke Masa, Serial Bahan Bacaan
Kursus HAM untuk Pengacara XI Tahun 2007, Lembaga Studi dan
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H. Internet dan Media Massa Cetak

Ramlan Surbakti, 2014, Pemilu Berintegritas dan Adil, Harian Kompas edisi 14
Februari 2014

Harian Pelita, Utusan MK : Pidana Mati Tak Bertentangan dengan UUD 1945,
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MK : Anggota TNI-Polri Tak Punya Hak Pilih dalam Pilpres, http://nasional.
kompas.com/read/2014/05/28/1226045/MK.Anggota.TNIL.Polri.Tak.
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Wahyudi Djafar : Belum Saatnya TNI/Polri Bisa Memilih, http://www.rumah
pemilu.org/in/read/6049 /Wahyudi-Djafar-Belum-Saatnya-TNIPolri-
Bisa-Memilih, diakses tanggal 15 Januari 2016

Diolah dari Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang, http://www.
mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.RekapPUU, diakses
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Koalisi Pilkada Bersih, Dinasti Politik, Korupsi Kepala Daerah, dan Pilkada
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